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KATA PENGANTAR

SEGALA puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang
telah menurunkan syariat-Nya sebagai pedoman hidup
umat manusia. Shalawat dan salam semoga tercurah
kepada Nabi Muhammad Saw, suri teladan umat,
beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya
hingga akhir zaman.

Buku Fatwa : Doktrin, Sejarah dan Perkembangannya
ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemaha-
man awal kepada para pembaca khususnya mahasiswa,
peneliti, dan masyarakat umum tentang konsep dasar
fatwa, landasan syariatnya, serta metodologi yang
digunakan oleh para mufti dalam mengeluarkan fatwa
serta perkembanggannya.

Di tengah dinamika kehidupan umat Islam yang
semakin kompleks, pemahaman terhadap fatwa menjadi
penting agar umat tidak hanya menjadi objek penerima
fatwa, tetapi juga memahami proses dan tanggung
jawab ilmiah di baliknya.

Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan pada
pengertian fatwa, sejarah perkembangan fatwa, syarat
seorang mufti, komisi fatwa MUl dan metodologinya,
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contoh fatwa MUI, serta bagaimana fatwa berperan
dalam menjawab persoalan kontemporer. Penyusunan
materi dilakukan secara sistematis agar mudah dipahami
dan bisa menjadi bekal awal dalam studi lebih lanjut
mengenai figh dan ushul figh.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang memba-
ngun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan edisi-
edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat memberikan
manfaat dan menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam
mencerdaskan umat serta memperkuat literasi keis-
laman di tengah masyarakat.

Medan, Juni 2025

Penulis

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
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BAB 1
PENGANTAR FATWA

A. DEFINISI FATWA

KATA fatwa berasal dari bahasa Arab yang secara
terminologi didefinisikan dengan:

“Al-fatwa dan al-futya merupakan masdar dari kata afta,
sedangkan masdar aslinya dalah al-ifta’, sedangkan al-
fatwa dan al-futya kedudukan keduanya sama dengan
kedudukan sebagai masdar”

Dalam kamus Mu’jam al-Wasit dijelaskan pengertian
fatwa dengan:

sl 2o el s e Sen s I
yang berarti jawaban terhadap masalah syara’ ataupun

perundang-undangan.’ Pengertian fatwa dalam kitab
Lisan al-‘Arab, yaitu &l 4, J8l L yang berarti apa yang

Y lbnu Manzhr, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar al-Sadr, t.t), Juz 15,145.
2 |brahim Madkur, dkk., Mu’jam al-Wasit (Cet: 4; Kairo: al-Maktabah al-Syuruq
al-Dauliyyah, 2004M/1425H), h. 673.
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difatwakan oleh seorang fakih.> Fatwa menurut bahasa
berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau
peristiva (memberikan jawaban yang tegas terhadap
segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).* al-
Fatwa atau istifta secara etimologi (bahasa) adalah
menyelesaiakan setiap problem. Sedangkan secara
terminologi (istilah) ialah menyampaikan hukum-hukum
Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup
segala persoalan.’

Sedangkan pengertian fatwa menurut istilah dijelas-
kan oleh para ulama berikut ini:

6 i : e
“Fatwa adalah penjelasan hukum syar’i terkait permasa-
lahan yang ditanyakan”.

T gl 3 Jus Al S LN

“Fatwa merupakan pemberitahuan hukum Allah Swt pada
kejadian-kejadian (fakta) dengan dalil”.

w,@v\w&;u%\ Jsd Ul il e p
"ol Vs oS

3 lbnu Manzur, Lisan al-‘Arab, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th), h. 3348.

4 Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan (Jakarta: Gema
Insani Press, 1997), h. 5.

® Khairul Umandan A. Ahyar Aminudin, Ushul Figh Il (Bandung: PustakaSetia,
1998), h. 173-175.

® Abdullah bin Muhammad, al-Fatwa fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, Juz 1
(Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-W ataniyyah, 1429H), h. 28.

" Ibid, h. 28.

® Ibid, h. 28.
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“Fatwa adalah apa yang disampaikan oleh seorang mufi
sebagai jawaban atas pertanyaan atau penjelasan atas
hukum-hukum (syariat) walaupun permasalahannya
tidak bersifat spesifik”.

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia yaitu jawaban berupa keputusan atau
pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu
masalah dan nasihat orang alim, pelajaran baik, dan
petuah.’ Fatwa adalah jawaban resmi terhadap perta-
nyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum.
Fatwa secara sederhana berarti pemberian keputusan.
Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat
dengan gampang, atau ang disebut dengan membuat
hukum tanpadasar.”

Menurut Imam Ibnu Mandzur di dalam lisan al-arab
menyatakan, dftaahu fi al-amr abaanahu lahu (menyam-
paikan fatwa kepada dia pada suatu perkara, maksudnya
adalah menjelaskan perkara tersebut kepadanya). Wa
aftaa al-rajulu fi al-mas’alah (seorang laki-laki menyam-
paikan fatwa pada suatu masalah). Wa astaftainuhu fiiha
fa aftaaniy iftaa’an wa futaa (aku meminta fatwa
kepadanya dalam masalah tersebut, dan dia
memberikan kepadaku sebuah fatwa)”. Iftaa’ berasal
dari kata iftaay, yang artinya memberikan penjelasan.
Secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti

° Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.240.
Ahyar A. Gayo, Kedudukan Fatwa MUl Dalam Upaya Mendorong
Pelaksanaan Ekonomi Syariah, Penelitan Hukum Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011, h. 13.
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ifta’ atau berfatwa itu. Namun dari uraian tersebut dapat
di rumuskan, yaitu: usaha memberikan penjelasan
tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang
belum mengetahui”.”

The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World
mendefinisikan fatwa sebagai ‘an unbinding legal opinion
issued in response to the question of a mustafti.” Di
dalam kitab Mafaahim Islamiyyah diterangkan sebagai
berikut, secara literal, kata

jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perun-

“al fatwa” bermakna“

dang-undangan yang sulit. Bentuk jamaknya adalah
fataawin atau fataaway. Jika dinyatakan aftay fi al-
mas’alah menerangkan hukum dalam masalah tersebut.

Sedangkan al iftaa’ adalah penjelasan hukum-hukum
dalam persoalan-persoalan syariat, undang-undang, dan
semua hal yang berkaitan dengan pertanyaan-
pertanyaan orang yang bertanya (ibaanat al ahkaam fi al-
mas’alah al syar’iyyah, au qanuuniyyah, au ghairihaa
mimmaa yata’allaqu bisu’aal al-saail). Mufti adalah orang
yang menyampaikan penjelasan hukum atau menyam-
paikan fatwa ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta’
berasal dari kata afta, yang berarti memberi penjelasan.
Secara definitif fatwa vyaitu usaha memberikan
penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada
orang yang belum mengetahuinya.” Pengertian Ifta’

™ Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid I, Jakarta: Kencana, 2008, h. 484

12 John L. Esposito, “Fatwa”, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic
World, New York: Oxford University Press, 1990, Vol.11, h.13

*3 Mardani, Ushul Figh (Jakarta: Raja Wali, 2013), h 374.
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atau fatwa merupakan upaya untuk menjelaskan hukum
syariah adalah sebagai berikut:"

1. Fatwa itu cepat, yaitu jawaban hukum yang
ditentukan setelah timbul suatu permasalahan
atau permintaan fatwa.

2. Fatwa merupakan jawaban namun tidak
mengikat. Orang yang mengajukan fatwa
(mustafti), baik perorangan, lembaga, atau
masyarakat luas, tidak wajib mengikuti isi atau
hukum yang diberikan kepadanya.

Fatwa adalah nasihat ulama, petuah orang agung.”
Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang
sudah ada semenjak masa Nabi Muhammad SAW, yang
kemudian menjadi produk hukum Islam yang
berkembang hingga sekarang.

Dalam Mu’jam Lughat Al-Fugaha sebagaimana dikutip
oleh Badri Kearuman, fatwa didefinisikan sebagai hukum
syar’i (keagamaan) yang dijelaskan oleh seorang fagih
untuk orang yang bertanya kepadanya. Dalam ilmu ushul
figh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang
mujtahid atau fagih sebagai jawaban yang diajukan
peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak
mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa
pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat.

Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau fagih
tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta
fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai

X Amir Syarifudin, Ushul Figh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 455
5 Amran YS Caniago, Kamus Lengkap Bahasa Imdonesia (Dilengkapi dengan
singkatansingkatan) (Bandung, CV Pustaka Setia 1997), h. 190.
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daya ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah figih
dan ushul figh disebut mufti, sedangkan pihak yang
meminta fatwa disebut al-mustafti."®

Di kalangan ulama mazhab, fatwa diberikan penger-
tian yang beragam, namun tetap mempunyai kesamaan
sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang
ditanyakan. Menurut ulama Hanafi, ifta’ adalah men-
jelaskan hukum terhadap suatu permasalahan. Dalam
pandangan ulama Maliki, ifta’ adalah mengin-formasikan
tentang suatu hukum syariat dengan cara yang tidak
mengikat.”

Sedangkan menurut Prof. Quraish Shihab, fatwa
berasal dari bahasa arab al-ifta, al-aftwa yang secara
sederhana dimengerti sebagai ‘“pemberian keputusan”.
Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan
mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat-
buat hukum tanpa dasar (al-tahakkum). Fatwa senan-
tiasa terikat dengan siapa yang berwenang memberi
fatwa (ijazah al-ifta), kode etik fatwa (adab al-ifta) dan
metode pembuatan fatwa (al-istimbath)."®

Sementara itu menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti
al-ifta berarti keterangan-keterangan tentang hukum
syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. Dari pemaparan
di atas dapat dipahami bahwa fatwa merupakan salah
satu produk hukum Islam yang mempunyai fungsi

16 Badri Kaerumam, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Bandung: Pustaka

Setia, 2010), h. 105.
" Rusli, Tipologi Fatwa di Era Modern, Hunafa Jurnal Studia Islamika, Vol. 8

No.2 (12;011), h. 266.
Badri Kaerumam, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Bandung: Pustaka

Setia, 2010), h. 106.
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menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi dan belum
pernah ada di zaman Rasulullah Saw.

Menurut Al-Fayumi, Fatwa berasal dari kata al-fata
yang berarti pemuda memiliki kekuatan.” Maksud dari
pemuda yang memiliki kekuatan yaitu bahwasannya
mufti orang yang memberi fatwa harus kuat. Ketika
mendapati persoalan yang ditanyakan seseorang atau
golongan dengan putusan-putusan yang baru dengan
alasan-alasan kuat. Berkenaan dengan itu, terdapat
pendapat lain yang mengatakan bahwasannya fatwa
yaitu ulama yang mengeluarkan suatu putusan hukum
melalui kajian Islam baik secara individu maupun
kelompok mengenai suatu permasalahan yang timbul.

Fatwa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia
yaitu melalui proses penggunaan metode ijma’ dan dikaji
banyak lama yang berada pada naungan organisasi MUI
atas suatu persoalan keagamaan. Dengan begitu fatwa
adalah keputusan untuk mencari jalan keluar yang
ditetapkan berdasarkan kajian pemikiran melalui cara
yaitu ijma’.

Selain memberikan jalan keluar atas masalah yang
dihadapi, fatwa juga memiliki fungsi untuk jawaban
terhadap berkembangnya suatu persoalan yang bersifat
baru, aktual, kontemporer karena sangat berguna
selaras dengan berkembangnya dan berubahnya sosial.*
Fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan dan
permasalahan yang menyangkut permasalahan hukum.

9 Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas, 2008), 19.
2 Badri Khaeruman, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial (Bandung,
Pustaka Setia, 2010), 104.
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Dari sini dapat dipahami bahwa fatwa pada hakikatnya
memberikan jawaban hukum mengenai permasalahan
yang tidak diketahui dalam teks Al-Qur’an maupun hadis.

Dari pengertian di atas, memberikan gambaran dan
karakteristik dari sebuah fatwa. Pertama, fatwa adalah
upaya untuk menjawab pertanyaan tentang masalah
hukum. Kedua, fatwa tersebut ditindaklanjuti dengan
regulasi syariat dengan siklus ijtihad. Ketiga, seseorang
atau badan hukum yang memberikan fatwa haruslah
mereka yang ahli dan mengetahui hal-hal yang
dimaksud. Keempat, jawaban diberikan untuk orang-
orang yang sedang membutuhkan pencerahan tentang
hukum syara’.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah
hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa
hukum yang diajukan kepadanya, dan fatwa lebih khusus
dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh
jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah
dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh
peminta fatwa.

B. DASAR HUKUM FATWA

Pada umumnya fatwa ditetapkan berdasarkan ketera-
ngan Al Qur’an, hadis, ijma’, dan giyas. Keem-patnya
merupakan sumber dalil hukum syariah yang telah
disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur ulama
menyepakati validitas keempat sumber tersebut sebagai

8 % FATWA: DOKTRIN, SEJARAH, DAN PERKEMBANGANNYA
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sumber-sumber hukum syariah, berdasarkan firman
Allah Swt dan hadis Rasulullah Saw. sebagai berikut:
1. Dalil Al Qur’an

SO e Y s e i G
SAENES o)

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu,
kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada
mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S. an Nahl :
43)

A4 Lzt i af e o
r,Su\ J)—*JJJ‘&U S35 B eSS Ol r§~°

NRCRERL ER J"'\‘J‘/"}JJ UMY

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an Nisa: 59)

BAB 1: PENGANTAR FATWA € 3



SYAFRUDDIN SYAM
2. Dalil Hadis
e ) Ly ale bl ol

Artinya: “Dari ibnu abbas r.a. bahwa Sa’ad Bin ‘Ubadah
r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan;
sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau
mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikanya?
Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas
nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai)*

C. SEJARAH PERKEMBANGAN FATWA

Pengemban awal untuk berfatwa adalah para Nabi dan
Rasul. Rasulullah SAW adalah pengemban amanat di
dalam menijelaskan ajaran Islam kepada kaum Muslim,
begitu juga dengan tugas untuk menetapkan fatwa
ketika terjadi kontradiksi atau permasalahan yang terkait
dengan hukum-hukum syari’at.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, permasalahan
tentang hukum syari’at yang difatwakan oleh Nabi SAW
ada sebagai bentuk responsive terhadap pertanyaan
para sahabat, ada juga tanpa pertanyaan dari para
sahabat, dan yang tanpa pertanyaan dari pada sahabat

# Mu’amal Hamidy, Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum,
jilid 6 (Surabaya: Bina llmu, 1986), h. 597-598.
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lebih banyak daripada di dasari pertanyaan.” Misalnya
fatwa Rasulullah Saw. sebagai jawaban atas pertanyaan
sahabat yang terdapat dalam firman Allah Swt.

N - (- I ,)g 2w - Pt -
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Artinya:“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu
(Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat.
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa
apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka
memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar
mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. al-Baqgarah:
186).

Menurut Imam Al-Thabari di dalam kitab tafsirnya,
ayat ini adalah bentuk jawaban dari orang non arab
ketika bertanya kepada Nabi Muhammad Saw tentang
dekat atau jaunya Tuhan (Allah).” Setelahnya wafatnya
Rasulullah Saw, peran berfatwa untuk menjawab
persoalan umat beralih kepada para Sahabat r.hum.

Bentuk-bentuk fatwa di zaman sahabat ini ada dua
macam, yang pertama adalah mereka berhujjah dengan
diamnya Nabi (tagrir) ketika mereka melakukan sesuatu
di hadapan Nabi dan ini bukan murni dari pada sahabat
sendiri, yang kedua mereka berfatwa dengan apa yang

2 bnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwagqi'in (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 1423
H), Juz 2, h. 11.

3 lbn al-Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta'wil al-Qur'an (Beirut:
Muassasah al-Risalah, 1994), Juz 1, h. 500.
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sudah di sampaikan oleh Rasululullah dan mereka di
dalamnya sebagai orang yang meriwayatkannya.

Salah satu contoh daripada fatwa sahabat yaitu
ketika Umar Ibn Khattab ditanya perihal wanita yang
ditalag ba’in  (almatbu’ah),** dan ia berfatwa
bahwasannya mereka mempunyai hak nafkah dan
tempat tinggal, dan ketika sampai kepada Umar hadis
Fathimah binti Qays yang meriwayatkan bahwa
Rasulullah Saw tidak memberikan nafkah dan tempat
tinggal setelah ditalaq tiga oleh Nabi Saw, Umar berkata:
“Kita tidak meninggalkan Kitabullah dan sunnah nabi
kita dikarenakan satu perkataan wanita semoga ia hafal
atau lupa akan firman Allah”:

& R . - 2

“Dan janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah
mereka kecuali sudah jelas ada perbuatan keji yang
dilakukannya”. (Q.S. at Thalag: 1)

dan terkadang ia berfatwa bahwa tidak ada nafkah dan
tempat tinggal baginya kecuali jika wanita itu dalam
keadaan hamil, berdasarkan firman Allah:

SR Gh 5 el s Jm 1 S 005
“Apabila kalian dalam keadaan hamil, maka berilah nafkah
kepada mereka sampai mereka melahirkan”. (Q.S. at
Thalaqg: 6)

# Hadis Riwayat Muslim, Kitab al-Thalag, Bab al-Muthligah la Nafgaha laha,
1480.
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Selanjutnya periode fatwa pada masa tabi’in, di
zaman ini masih tersisa beberapa dari pada kalangan
sahabat junior (sigar al-sahabah), akan tetapi mereka
belum bisa menguasai fatwa, di sisi lain muncula
beberapa orang dari kalangan tabi’in yang berperan di
dalam kepentingan fatwa, masyarakarat ketika itu tidak
bergantung lagi kepada ahli figih tertentu, dikarenakan
mulai banyak ahli figih di zaman terebut, di zaman ini
tidak berbeda dengan keadaan di zaman para sahabat,
mereka bergelut di segala permasalahan, dan berfatwa
kepada apa yang menjadi permasalahan masyarakat
ketika itu.*

Di zaman ini para ulama dari kalangan sahabat mulai
menyebebar ke beberapa penjuru negri, dan
mengajarkan figih sesuai dengan pemahaman mereka
masing-masing, para sahabat juga tidak lupa mengajak
para tabi’in senior (kibar al tabi’in) bersama. Mereka di
dalam berfatwa, periwayatan hadist di zaman ini mulai
banyak muncul, kebutuhan masyarakat kepada
pembahasan yang baru di dalam hukum-hukum syari’at,
mereka tidak mempunyai rujukan kecuali para sahabat
yang masih tersisa dan orang-orang yang belajar
langsung dari sahabat tersebut, mereka berfatwa
dengan apa yang mereka hafal dari pada hadist yang
mereka dengar langsung dari Rasulullah dan hadits yang
didengarkan langsung dari para sahabat senior.”®

% Muhammad Ali Jum'ah, al-Madkhal li Dirasati al-Madzahib al-Fighiyah
(Kairo: Dar al-Salam, 2012 M-1433 H), h. 71.
% |bnu Salah, Adabul Mufi wa al-Mustatfti (t.k, ‘Alim al-Kutub, 1986 M), h. 15.
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Contoh dari pada bentuk fatwa yang ada di zaman
ini adalah permasalahan apakah di putuskan sebuah
perkara dengan satu saksi saja, menurut mayoritas dari
ahli figih di daerah Hijaz bahwasanya haruslah
diputuskan sebuah hukum walaupun adanya satu saksi
saja yang mana itu disertakan sumpah oleh saksi
tersebut apabila permasalahannya terkait dengan harta,
pendapat ini berdasarakan riwayat dari Imam Malik,
ketika Abu Salamah dan Ibn Abd al-Rahman ditanya:
“Apakah diputuskan sebuah hukum apabila hanya ada
satu saksi dan diperkuat dengan sumpahnya? Mereka
berdua berkata: “benar, dan menurut Imam Syafi’i: kami
dikabarkan dari Imam Malik, dari Ja’far Ibn Muhammad,
dari  Ayahnya, bahwasannya Nabi Muhammad
memutuskan sebuah perkara dengan adanya satu saksi
saja yang diperkuat dengan sumpah.”

Akan tetapi bagi ahlur ra’yi, tidaklah diputuskan
sebuah perkara apabila dengan satu saksi saja yang
disertakan dengan sumpah dikarenakan bertentangan
dengan firman Allah:

o 1 ,/,)//,:ifz,} - - AP %o |-
253 a5 686 3B Sl e e 13335l

FIHG
“maka datangkanlah dua saksi dari laki-laki kalian dan

apabila tidak ada maka dengan satu laki-laki dan dua
perempuan”

% Muhammad Idris al-Shafi'iy, Al-Umm, Tahqiq Rif'at Fauziy Abd al-Muthallib
(t.k, Dar alWafa’, t.t), Juz 8, Kitab ikhtilaf Malik wa al-Shafi’iy, h. 3233.
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Pada awal perkembangan Islam, fatwa dikeluarkan
oleh ahli fikih tanpa status resmi, sehingga tidak ada
ketetapan prosedur yang baku. Tetapi dengan
perkembangan aparat birokratis berbagai negara di
dunia Islam, akhirnya sejumlah mufti diangkat sebagai
pejabat negara. Hal ini sudah pernah terjadi pada masa
kerajaan Utsmani. Di Indonesia, organisasi mufti
tersebut dideklarasikan dengan nama Majelis Ulama
Indonesia.”®

Pelaksanaan pemberian fatwa-fatwa sudah dimulai
agak dini. Sewaktu, agama Islam meluaskan kawasan
pengaruhnya pada abad ke-7 dan ke-8, kaum muslimin
menghadapi berbagai persoalan, yang membutuhkan
penyelesaian hukum.”

Pada awal abad ke-11 di era Kekhalifahan Turki
Usmani, terdapat sebuah kantor publik mufti yang
diikutsertakan dalam ifta’ (tindakan menghasilkan
fatwa). Kemudian muncul istilah Syekh al-Islam di kota
Khurasan. Istilah tersebut ditujukan kepada pimpinan
ulama setempat yang berperan sebagai kepala para
mufti. Dibawah kekuasaan Dinasti Mamluk, seorang
mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses
pertimbangan pengadilan di ibu kota provinsi. Inilah kali
pertama mufti ikut serta dalam lembaga negara.

Masih di era Kekhalifahan Turki Usmani, tepatnya di
masa pemerintahan Sultan Murad 1l (1421-1444-1446-

% Aunur  Rohim Faqgih, dkk., (ed.) HKI Hukum Islam dan Fatwa
MUI (Z\gogyakarta: Graha limu, 2010), h. 40.
Mohamad Atho Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta:
INIS, 1993), h. 2.

BAB 1: PENGANTAR FATWA € 15



SYAFRUDDIN SYAM

1451), istilah Syekh al-Islam digunakan secara resmi oleh
negara. Sultan menobatkan Syekh al-Islam menjadi
pejabat tinggi, yakni kepala mufti kerajaan. Ia
menetapkan seorang mufti di setiap kota kemudian
menggabungkan mereka dalam sistem birokrasi serta
mengorganisasi ifta" sebagai prosedur rutin Negara Pada
abad ke-12, pekerjaan menghimpun fatwa-fatwa belum
dilakukan.

Pada abad ke-17, kumpulan fatwa yang paling
tersohor adalah buatan India, yang dikenal dengan judul
fatawa alamgi-riyyah. Buku himpunan fatwa-fatwa ini
mencakupi berbagai persoalan, baik mengenai hukum
perseorangan maupun publik. Pada abad ke-19, sewaktu
Kekaisaran Turki Usmani mulai memasukkan hukum
Barat ke dalam dunia Islam, yang mengakibatkan
lahirnya dikotomi antara hukum sekuler (umum) dan
hukum syariat, jangkauan fatwa-fatwa menjadi terbatas
pada hukum perseorangan (pribadi), sedangkan peran
hukum sekular menjadi semakin luas.>®

Di era kontemporer ini munculah para ulama-ulama
terkemuka seperti Wahbah Zuhaili dan Yusuf al-
Qardhawi. Al-Qardhawi ketika menetapkan atau
mengeluarkan sebuah fatwa memiliki prinsip-prinsip
tersendiri diantaranya; pertama, tidak fatanik di satu
madzhab akan tetapi tetap menghormati pendapat para
imam madzhab dengan mengikuti metode dan cara
pandang para imam madzhab, kedua, selalu memper-
mudah permasalahan dan tidak mempersulitnya, ketiga,

% 1bid, h. 3.
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selalu menggunakan bahasa yang mudah difahami dan
dimengerti, keempat, mengabaikan segala sesuatu yang
tidak bermanfaat, kelima, bersikap moderasi dalam
artian tidak mempermudah dan tidak memperketat,
keenam, memberikan keterangan dan penjelasan di
dalam fatwanya.”

Di era ini juga muncul mufti-mufti negara yang
cenderung menjadi instrument negara tertentuy,
menjaga syariah dan nilai-nilai keislaman yang ada di
Negara tersebut, mereka mengklaim apabila negara
adalah instrumen untuk terwujudnya kebijakan-
kebijakan keagamaan, mereka membuat lembaga fatwa
tersendiri, membuat kebijakan sendiri untuk mempenga-
ruhi masyarakat tentang isu-isu yang dapat mengancam
norma-norma keagamaan, mereka juga mempunyai
anggaran sendiri untuk melakukan konferensi.**

Contoh konkrit adalah mufti negara Saudi Arabiya,
para mufti berkumpul di dalam satu asosiasi atau
lembaga bernama al-Lajnah al-Daimah li al-Buhuts wa al-
Ifta’, mereka diangkat oleh negara maka dari itu mereka
mendapat pengaruh yang kuat dari negara (kerajaan).
Segala fatwa yang keluar dari lembaga ini tidak boleh
keluar dari pada madzhab resmi Negara ini dan juga
kebijakan politik pemerintahan (kerajaan). Sosok yang
menonjol di dalam lembaga ini adalah Abd al-Aziz Ibn
Baz, yang memiliki ikatan kuat dengan madzhab Hanbali

$'Faridatus Suhadak, “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam”, de
Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 5 No 2, Desember 2013, h. 189-196.
Rusli, “Tipologi Fatwa di Era Modern, Hunafa ; Jurnal Studi Islamika, Vol 8,
No 2, Desember 2011, h. 279-283.
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dan ajaran Muhammad Ibn Abd al-Wahab, perannya di
dalam melegitimasi kebijakan-kebijakan kerajaan sudah
tidak diragukan lagi.*?

Di sisi lain yaitu mufti negara yang memiliki inisiatif
tersendiri untuk mengeluarkan fatwa, contoh saja yaitu
Dar allfta’ di mesir, yang dibentuk pada tahun 1895 dan
mengalami perluasan sampai menjadi satah satu
lembaga fatwa yang terbesar. Lembaga ini memiliki
tugas yaitu merespon berbagai macam permasalahan
individu, lembaga-lembaga publik, dan juga Negara.
Dalam kondisi yang lain mufti negara merupakan
seorang yang marijinal, kurang tertarik pada negara atau
public secaraumum. 3*

Perkembangan fatwa di Indonesia mengalami
perkembangan positif yaitu pada masa orde baru
dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI)
pada tanggal 26 Juli 1975 (17 Rajab 1395 H).”
Penyusunan dan pengeluaran fatwa di Indonesia
dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Komisi ini di beri tugas
untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa menge-
nai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi
masyarakat. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai
dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan
sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya
pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau
badan-badan tertentu. Kemudian diajukan dengan dalil-

% bid

* Ibid

% Ma'ruf Amin, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975
(Jakarta: Erlangga, 2011), h. iii.
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dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan
fatwa yang dimaksud.

Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan keda-
lamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanya-
kan fatwa dimulai berdasarkan ayat Al-Qur’an disertai
hadis-hadis yang bersangkutan serta kutipan naskah-
naskah figh dalam bahasa Arab. Dalil-dalil menurut akal
(rasioal) juga diberikan sebagai keterangan pendukung.
Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu
diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir.
Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak
dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat
Alguran maupun yang menurut akal, melainkan
keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa,
dimana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam
catatan persidangan-persidangan.

Pada bagian akhir fatwa selalu ada tiga hal yang
dicantumkan: tanggal dikeluarkannya fatwa, yang bisa
berbeda dengan tanggal diadakan sidang-sidang, nama-
nama mereka yang telah menghadiri sidang. Ada kalanya
tanda tangan ketua MUI dicantumkan pada fatwa
bersangkutan, bahkan telah terjadi pada satu fatwa ada
dicantumkan tanda tangan Menteri Agama.*®

% Ibid h. 80.
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D. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN FATWA
DENGAN QADHA

Persamaan yang paling mendasar antara fatwa dan
gadha adalah:*’

1.

2.
3.
4.

Sama-sama hasil ijtihad yang berdasarkan Al
Qur’an dan al-hadis.

Sama-sama dalam wujud ketetapan hukum.
Keputusan yang ditetapkan sesuai badan resmi.
Keduanya menghasilkan suatu produk hukum.

Adapun perbedaan antara Qada dan fatwa adalah
sebagai berikut:

1.

Bahwasanya pengharusan ada pada Qada bukan
fatwa.

Bahwasanya cakupan fatwa lebih luas daripada
cakupan Qada.

Pengharusan atau sifat mengikat pada Qada
secara Agama dan otoritas, sebaliknya pada
fatwa hanya mengikat secara agama.

Bolehnya seorang mufti menerima hibah dan
sebaliknya tidak boleh bagi seorang kadi
menerima hibah kecuali jika dihadiahi hibah
sebelum dia diangkat menjadi seorang kadi.
Sumber atau landasan hukum seorang mufti
adalah dalil sedangkan kadi adalah dalil dan
bukti.

Bahwasanya fatwa (mencakup) seluruh ranah
syariah sedangkan gada pada ranah perkara-

s Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 109.
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perkara tertentu berdasarkan perkara
pengadilan dunia.

Referensi lain juga menyebutkan bahwa perbedaan

yang mendasar antara fatwa dan qada adalah sebagai
berikut:>*

1.

Fatwa adalah produk pribadi (bersifat tidak
mengikat)atau bisa nama atas lembaga,
sedangkan gadha produknya atas nama negara
(bersifat mengikat).

Yang membuat qada (yakni hakim) diangkat oleh
negara, sedangkan yang membuat fatwa adalah
mufti (tidak diangkat oleh negara) dan berdasar
atas pengakuan masyarakat.

Mufti boleh menolak perkara yang diajukan
kepadanya sedangkan gadha (yakni pengadilan)
tidak boleh menolak sekalipun undang-undang
untuk masalh tersebut belum ada.

Qada (putusan pengadilan) boleh dibatalkan
perdailan yang lebih tinggi, sedangkan fatwa
tidak ada yang bias membatalkannya, sekalipun
ulama yang lebih populer.

Fatwa dasarnya adalah ilmu, sedangkan qada
dasarnya adalah fakta.

Di antara perbedaan antara fatwa dan gada, untuk

lebih jelasnya berikut hal-hal yang terkait, yaitu:

1.

Bahwasanya fatwa dibuat berdasarkan asas
kepercayaan atas orang yang meminta fatwa
sebagaimana apa yang disampaikan dari apa

% |bid, h. 109.
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yang dialaminya. Adapun qada diharuskan untuk
melihat atau memastikan kejadian tersebut
dengan mekanisme hukum dan validasi yang
telah diatur.

2. Bahwasanya fatwa tidak ada pengharusan atau
yang mengikat persepsi dari seorang mufti
adapun fatwa hanya penjelasan untuk
penerapan hukum terhadap kejadian atau kasus,
penerbitan/pengeluaran fatwa dengan hukum
keharaman, kebolehan atau lain sebagainya.
Adapun pada qada ada tambahan vyaitu
pengharusan atau bersifat mengikat sebagai-
mana yang ditetapkan oleh hakim dalam hukum
pokok atau yang bersifat menyeluruh.

3. Bahwasanya fatwa berlaku padanya hukum
wajib, haram, mubah, sunah, makruh, sah, atau
batal. Adapun qada tidak berlaku padanya
hukum sunnah atau makruh, karena sunnah dan
makruh mengandung bersifat anjuran terhadap
perbuatan atau meninggalkan secara tidak
mengikat atau mengharuskan. Qada bersifat
mengharuskan dan mengikat.

4. Bahwasanya fatwa tercakup pada semua bidang
ilmu (syarak), pada akidah, ibadah, muamalah,
dan lain sebagainya. Adapun gada tidak demi-
kian.

Maka dari perbedaan diatas dapat dipahami yaitu,

Pertama bahwa yang menjadi perbedaan mendasar dari
keduanya bahwa fatwa bersifat tidak mengikat
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sedangkan gada bersifat mengikat. Kedua, bahwa ruang
lingkup atau cakupan fatwa lebih luas dibandingkan
gada.

Selanjutnya jika fatwa dan gada diperhatikan dengan
keadaan di Indonesia, maka keduanya telah diterapkan.
Meskipun penerapannya tidak seperti pada zaman nabi.
Namun terkesan ada usaha dalam maksimalisasi pene-
rapan keduanya di Indonesia. Hal ini terbukti, misalnya
dengan penyusunan Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, ditetapkannya perundang-
undangan mengenai zakat, wakaf, dan lain sebagainya.
Selain itu, hadirnya Majelis Ulama Indonesia, tentu
menjadi nuansa tersendiri dalam maksimalisasi pengap-
likasian fatwa di Indonesia. Bahwa secara legal Majelis
Ulama Indonesia telah hadir di tengah-tengah ummat
melalui fatwa-fatwa yang telah banyak dilahirkan.
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